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DPRD DKI Minta Pemprov Transparan Penggunaan
Silpa

JAKARTA (Poskota) -

DPRD DKI Jakarta me-
minta Pemerintah Provinsi
(Pemprov) DKI untuk lebih
transparan dalam melapor-
kan penggunaan sisa lebih
perhitungan anggaran (Silpa)
dan rencana alokasi dana di
tahun berikutnya.

Hal itu disampaikan lang-
sung anggota DPRD Fraksi
PDIP, Sunggul Sirait dalam
rapat paripurna dengan
agenda penyampaian Pj
Gubernur atas pandangan
umum fraksi terhadap Rap-
erda tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD
(P2APBD) Tahun Anggaran
2023.

"Penggunaan Silpa harus
direncanakan dengan baik
dan difokuskan pada pro-
gram-program yang mem-
berikan dampak langsung
pada kesejahteraan ma-
syarakat, seperti pening-
katan pelayanan kesehat-
an, pendidikan, dan infra-
struktur dasar," kata Sung-
gul saat membacakan pan-
dangan di ruang rapat par-
ipurna DPRD DKI Jakarta,
Senin (29/7).

Sunggul menilai jumlah
Silpa Tahun Anggaran 2023
yang mencapai Rp 6,54 tril-
iun tersebut menimbulkan
banyak pertanyaan. Be-
sarnya Silpa menjadi indi-
kasi bahwa ada proyek atau
program yang tidak terlaksa-
na sesuai dengan rencana.

"Penundaan atau keg-
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Rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pj Gubernur atas pandangan umum fraksi terhadap Ra-

perda P2APBD TA 2023.

agalan pelaksanaan pro-
gram tersebut dapat ber-
dampak negatif pada ma-
syarakat yang seharusnya
mendapatkan manfaat dari
proyek-proyek tersebut,” tu-
kasnya.

Lebih lanjut, Sunggul
menuturkan, fraksinya juga
menyoroti bahwa penyer-
apan anggaran yang tidak
optimal sering kali disebab-
kan oleh masalah perenca-
naan dan eksekusi.

Pemprov DKI Jakarta
perlu mengidentifikasi kend-
ala yang menyebabkan ren-

dahnya penyerapan angg-
aran dan mengambil lang-
kah-langkah untuk memper-
baiki proses perencanaan
dan eksekusi proyek. "Hal
ini penting agar anggaran
yang telah dialokasikan
dapat memberikan manfaat
maksimal bagi masyarakat,"
ucap Sunggul.

Selain itu, tambah Sung-
gul, Pemprov DKI Jakarta
perlu melakukan penga-
wasan terhadap Badan Us-
aha Milik Daerah (BUMD)
terkait anggaran yang diberi-
kan dalam rangka mendu-

kung pelayanan infrastruk-
tur dan layanan publik. Frak-
si PDIP sendiri mendukung
penyertaan modal kepada
BUMD.

Diketahui, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) DKI Ja-
karta menyebut sisa lebih
perhitungan anggaran (Sil-
pa) pada tahun anggaran
2023 mencapai Rp6,54 trili-
un. Angka tersebut diperoleh
berdasarkan realisasi pen-
datapan, belanja, dan pem-
biayaan daerah di lingkun-
gan Pemprov DKI Jakarta.
(Pandi/den)



